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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat
disimpulkan bahwa asas cabotage tetap eksis dalam transportasi angkutan laut
nasional. Liberalisasi sektor jasa yang telah disepakati bersama oleh anggota
ASEAN tidak termasuk atas transportasi laut, maka asas cabotage bukanlah
hambatan bagi implementasi MEA. Transportasi laut di wilayah perairan
Indonesia sampai saat ini tetap menggunakan kapal berbendera Indonesia dan
dengan diawaki olen awak kapal berkewarganegaraan Indonesia, kecuali
untuk beberapa keadaan sebagaimana dibahas dalam bab II. Eksistensi dari
asas cabotage ini berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari keluarnya
Undang-Undang pelayaran yang baru yang menerapkan asas cabotage secara
konsisten, lalu dengan adanya perencanaan mengenai kelanjutan dari
penerapan asas ini yang disebut dengan beyond cabotage. Beyond cabotage
merupakan upaya dari pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayaran
nasional dengan memanfaatkan peluang dari Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yang membutuhkan transportasi laut untuk pengirimanan barang dari
atau ke luar pelabuhan Indonesia. Penerapan asas beyond cabotage ini
diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah armada kapal berbendera kapal

Indonesia dan memajukan industri pelayaran nasional.



B. Saran

Beberapa saran yang disampaikan penulis diantaranya yaitu:

Penerapan asas cabotage sebagai upaya untuk memberdayakan
pelayaran nasional diharapkan tetap dipertahankan keberadaannya
mengingat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan
perairan dan sangat membutuhkan transportasi laut sebagai
penghubung antar pulau.

Terlebih dengan adanya peningkatan transaksi antar negara ASEAN
sebagai dampak dari MEA, membutuhkan transportasi laut untuk
menghubungkan antar pelabuhan negara anggota, maka wacana untuk
menerapkan asas beyond cabotage sebaiknya segera diberlakukan agar
dapat semakin meningkatkan pertumbuhan kapal nasional.

Sebaiknya pelaksanaan asas beyond cabotage setelah dilakukan
pertimbangan dan persiapan yang matang pula. Hal ini dimaksud untuk
menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak

keberhasilan penerapan asas cabotage terdahulu.
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